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ABSTRAK
Perkawinan merupakan suatu peristiwa
yang sangat penting dalam kehidupan
manusia karena didalamnya ada unsur-
unsur hak dan kewajiban masing-masing
pihak menyangkut masalah kehidupan
kekeluargaan yang harus dipenuhi. Dalam
perkawinan  untuk  menjaga  segala
kemungkinan terburuk yang akan terjadi
nanti hampir setiap pasangan yang
menikah membuat sebuah perjanjian yang
sering kita dengar dengan Perjanjian
Perkawinan. Perjanjian kawin juga dapat
digunakan sebagai sebuah sarana untuk
meminimalisir terjadinya sebuah
perceraian. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode pengumpulan data
dari berbagai sumber yang berbeda
menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan
permasalahan yang dikaji, dalam penulisan
karya ilmiah ini digunakan data sekunder,
yaitu data vyang diperoleh dengan
penerapan metode studi kepustakaan,
dengan jalan mempelajari berbagai sumber
yang tertulis dan vyang berhubungan
dengan permasalahan yang sedang dibahas
dan diuraikan oleh penulis. Hasil penelitian
menunjukkan tentang bagaimana
perlindungan hukum terhadap harta dalam
perjanjian perkawinan serta apa saja
kendala-kendala yang dihadapi dalam
perjanjian  kawin tersebut. Pertama,
Perlindungan hukum terhadap harta dalam
perjanjian perkawinan adalah berlaku saat
perkawinan dilangsungkan yang bertujuan
untuk melakukan proteksi terhadap harta
para mempelai, dimana para pihak dapat
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menentukan harta bawaan masing-masing.
Apakah sejak awal ada pemisahan harta
dalam perkawinan atau ada harta bersama
namun diatur cara pembagiannya bila
terjadi perceraian. Harta bawaan dari
masing-masing suami dan isteri dan harta
benda vyang diperoleh masing-masing
sebagai hadiah atau warisan, adalah
dibawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan
lain. Kedua, setelah perjanjian kawin dibuat
dihadapan notaris, adakalanya dalam
pelaksanaan isi perjanjian kawin tersebut
menghadapi kendala-kendala. Pada
umumnya kendala yang paling sering
terjadi diantaranya yaitu: Suami isteri
beritikad buruk dalam hal utang piutang
terhadap pihak ketiga; Selama
berlangsungnya pernikahan suami atau istri
melanggar isi perjanjian; Terjadi sengketa
perdata mengenai perjanjian kawin. Dari
hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan
bahwa perlindungan hukum terhadap harta
dalam perjanjian perkawinan kawin hanya
dapat dilakukan saat dilangsungkannya
perkawinan. Kendala-kendala dalam
pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak
adanya etikad baik dari para pihak serta
tidak  dimasukkannya  hak-hak  dan
kewajiban dalam perjanjaian kawin. Hal ini
dapat memicu perselisihan yang berujung
pada perceraian sehingga dapat dijadikan
alasan untuk pembatalan pernikahan atau
menuntut perceraian dan ganti rugi ke
Pengadilan.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang — Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menjelaskan bahwa,
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
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Maha Esa® Menurut Hukum Adat pada
umumnya di Indonesia perkawinan itu
bukan saja berarti sebagai perikatan
perdata, tetapi juga merupakan perikatan
adat dan sekaligus juga merupakan
perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.2

Perkawinan merupakan suatu peristiwa
yang sangat penting dalam kehidupan
manusia karena didalamnya ada unsur-
unsur hak dan kewajiban masing—masing
pihak menyangkut masalah kehidupan
kekeluargaan yang harus dipenuhi4.
Terjadinya suatu perkawinan bukan saja
membawa akibat pada hak dan kewajiban,
harta bersama kedudukan anak tetapi juga
menyangkut hubungan hubungan adat
kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan
menyangkut upacara—upacara adat dan
keagamaan. Dalam pandangan masyarakat,
perkawinan merupakan tali ikatan yang
melahirkan  keluarga  sebagai  dasar
kehidupan masyarakat dan Negara guna
mewujudkan kesejahteraan dan
kebahagiaan masyarakat. Akibat dari suatu
perkawinan memiliki dimensi yang cukup
luas antara lain sosial dan hukum, mulai
saat perkawinan, selama perkawinan
maupun setelah perkawinan, karena dalam
suatu perkawinan banyak hal yang akan
terjadi maupun yang akan didapatkan
seperti masalah harta dan keturunan.
Dimana apabila tidak ada ketentuan yang
jelas khususnya masalah pembagian harta
peninggalan dari perceraian maupun
meninggal, termasuk juga dengan harta
bawaan masing—masing akan menimbulkan
suatu persoalan.

Dalam perkawinan untuk menjaga segala
kemungkinan terburuk yang akan terjadi
nanti hampir setiap pasangan yang
menikah membuat sebuah perjanjian yang

* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

* H. Hilman, Hadikusuma, Hukum Perkawinan
Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan
hukum Agama (Bandung : Mandar Maju, 2007), hal
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sering kita dengar dengan Perjanjian
Perkawinan. Perjanjian kawin mulai lazim
dibuat oleh kalangan tertentu. Perjanjian
kawin juga banyak dipilih oleh calon
pasangan yang misalnya seorang putri
pewaris perusahaan menikah dengan
seoarang pria yang biasa—biasa saja
ataupun keduanya memiliki usaha yang
berisiko tinggi. Perjanjian tersebut dibuat
untuk menjaga profesionalisme, hubungan
dan citra mereka, juga menghindari
tuduhan salah satu pihak atau keluarganya
hanya ingin mendapatkan kekayaan dari
pihak lain terutama hasil pembagian harta
gono-gini. Jadi, perjanjain perkawinan
dalam hal ini mempunyai arti yang positif.
Masalah perjanjian perkawinan terkait
langsung dengan pasal 104 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa suami dan isteri
dengan mengikat diri dalam suatu
perkawinan, dan hanya karena itupun,
terikatlah mereka dalam suatu perjanjian
bertimbal balik, akan memelihara dan
mendidik sekalian anak mereka.” Salah satu
akibat yang sering timbul dari sebuah
perkawinan di saat ini adalah harta benda.
Menurut  KUHPerdata adalah  harta
campuran bulat dalam pasal 119
KUHPerdata harta benda yang diperoleh
sepanjang perkawinan menjadi harta
bersama meliputi seluruh harta perkawinan
yaitu : harta yang sudah ada pada waktu
perkawinan, harta yang  diperoleh
sepanjang perkawinan.6

Dalam UU No. 1 tahun 1974, perjanjian
kawin diatur dalam pasal 29 ayat 4 dimana
perjanjian  perkawinan telah  dibuat
dimungkinkan untuk diubah sepanjang
tidak merugikan pihak ketiga.” Berdasarkan
pasal 29 tersebut perjanjian perkawinan
yang dibuat oleh suami dan isteri
merupakan sebuah perjanjian tertulis. Bagi
masyarakat Indonesia saat ini untuk

> Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 104

® Ibid

7 Undang-Undang Nomorl Tahun 1974 Pasal 29 ayat
4
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mengatur harta masing—masing dalam
sebuah perjanjian perkawinan jarang
dilakukan, hal tersebut dikarenakan
lembaga perkawinan merupakan sesuatu
yang sakral yang tidak hanya menyangkut
aspek hukum saja tetapi juga menyangkut
aspek religius. Namun, demikian undang-
undang telah memberi peluang bagi
mereka yang mau mengaturnya.

Perjanjian kawin juga dapat digunakan
sebagai sebuah sarana untuk meminimalisir
terjadinya sebuah perceraian. Karena, bila
sejak awal diperjanjikan jika ada sebuah
perceraian masing—masing pihak merasa
terbebani dengan kewajiban—kewajiban
dalam sebuah perjanjian tersebut sehingga
ia akan berpikir ulanguntuk mengajukan
perceraian. Sebab perceraian adalah hal
yang sangat tidak diinginkan dalam sebuah
rumah tangga. Orang yang memang hanya
berpikir harta akan berfikir panjang jika
disodorkan sebuah perjanjian kawin karena
tujuannnya tidak akan tercapai. Perjanjain
kawin  merupakan  sebuah  proteksi
terhadap  harta  mempelai. Melalui
perjanjian ini para pihak dapat menentukan
harta bawaan masing—masing.

Dalam hubungan hukum perjanjian
kawin merupakan hukum dari perjanjian
terikat pada syarat sahnya suatu perjanjian
yang tercantum dalam pasal 1320
KUHPerdata yaitu : 1.Sepakat ; 2. Cakap ; 3.
Hal Tertentu dan 4. Sebab yang halal.
Pembuatan perjanjian kawin ini dibuat
dalam bentuk tertulis.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum
terhadap harta dalam perjanjian
perkawinan ?

2. Apa saja kendala-kendala yang
dihadapi dalam perjanjian kawin
tersebut ?

C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
normatif, yang dalam hal ini peneliti

dituntut untuk mengkaji kaedah hukum
yang berlaku. Hasil dari kajian ini bersifat
deskriptif analisis. Seperti yang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,
bahwa penelitian deskriptif analisis adalah
penelitian yang bertujuan untuk membuat
gambaran atau lukisan secara sistematik,
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan fenomena yang
diselidiki.

PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta
Dalam Perjanjian Perkawinan
Perlindungan hukum terhadap harta
dalam perkawinan menurut KUHPerdata
diberikan kebebasan dalam menentukan isi
perjanjian kawin untuk membuat
penyimpangan dari peraturan KUHPerdata
tentang persatuan harta kekayaan tetapi
dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian kawin tidak boleh

bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdata).
1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji
yang menyimpang dari :

a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan
suami (maritale macht) : misalnya
untuk menentukan tempat kediaman
atau hak suami untuk mengurus
persatuan harta perkawinan.

b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan
orang tua (ouderlijk macht) misalnya
hak untuk mengurus kekayaan anak-
anak atau pendidikan anak.

c) Hak yang ditentukan undang-undang
bagi suami istri yang hidup terlama.

Misalnya menjadi  wali atau
menunjuk wali (Pasal 140
KUHPerdata).

2. Tidak dibuat janji yang mengandung
pelepasan hak atas harta peninggalan
orang-orang yang menurunkannya (Pasal
141 KUHPerdata).

3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu
pihak harus membayar sebahagian
hutang vyang lebih besar daripada
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bahagiannya dalam Ilaba persatuan

(Pasal 142 KUHPerdata).

4. Tidak boleh dibuat janji bahwa
perkawinan mereka akan diatur oleh
hukum asing (Pasal 143 KUHPerdata).
Sebetulnya perjanjian kawin memang

diperlukan oleh para pihak, dimana mereka

telah mempunyai harta, dan selama
perkawinan mengharapkan akan
mendapatkan harta.

Pertimbangan dilakukannya

kawin antara lain:

1). Dalam perkawinan dengan harta
persatuan secara bulat, tujuannya agar
isteri terlindungi dari kemungkinan-
kemungkinan tindakan-tindakan beheer
suami yang tidak baik, beschikking atas
barang-barang tak bergerak dan surat-
surat beharga tertentu milik isteri.

2). Dalam perkawinan dengan harta
terpisah tujuannya:

(a) Agar barang-barang tertentu atau
semua barang yang dibawa suami
atau isteri dalam perkawinan tidak
termasuk dalam persatuan harta
perkawinan dan dengan demikian,
tetap menjadi harta pribadi-pribadi.
Adanya perjanjian yang demikian
merupakan perlindungan bagi isteri,
kemungkinan
dipertanggungjawabkannya harta
tersebut, terhadap hutang-hutang
yang dibuat oleh suami dan
sebaliknya®.

(b) Agar harta pribadi tersebut terlepas
dari beheer suami, dan isteri dapat
mengurus sendiri harta tersebut”.

Sementara itu menurut Pasal 147

KUHPerdata, dengan ancaman batal setiap

perjanjian

® Mahkamah Agung Reublik Indonesia, tanggal 21
Mei 1977 No 217K/S.I.P/1976  “ tergugat tidak
dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang
yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena
ternyata tergugat kawin/nikah dengan mengadakan
perjanjian kawin”.

o Endang Sumiarti, Kedudukan Suami Isteri Dalam
Hukum Perkawinan, Cet. 1, (Yogyakarta: Wonderful
Publishing Company, 2004), hal,36-37.
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perjanjian perkawinan harus dibuat dengan
akta  notaries sebelum  perkawinan
berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan
cara bagaimanapun tidak dapat diubah
selama berlangsungnya perkawinan (Pasal
149 KUHPerdata). Pasal ini bertujuan untuk
membuat kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada suami-isteri
juga kepada pihak ketiga, khususnya
kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu
dihadapkan kepada situasi yang berubah-
ubah, yang dapat merugikan dirinyalo.

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak
ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan
Negeri di daerah hukumnya perkawian itu
dilangsungkan atau jika  perkawinan
berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan
dimana akta perkawinan dibukukan (Pasal
152 KUHPerdata).

Sebelum adanya lembaga pencatatan
perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil).
Pengadilan Negeri memiliki kewenangan
yang sangat penting dalam melaksanakan
pencatatan, dan bila mana perjanjian kawin
tidak dicatat dalam buku register umum
pada Pengadilan Negeri, maka secara
otomatis perjanjian kawin tersebut tidak
memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak
ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan
pihak-pihak terkait di kemudian hari setelah
perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin
harus diibuat dengan akta notaris sebelum
perkawinan dilangsungkan, bila tidak
demikian batal demi hukum (van
rechtswege nietig). Dan mulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk
itu tidak boleh ditetapkan.

Dalam Pasal 186 KUHPerdata
menyebutkan; di dalam suatu perkawinan,
diperbolehkan adanya perpisahan harta
benda, yang menyatakan bahwa sepanjang
perkawinan, setiap isteri berhak
memajukan tuntutan kepada hakim akan
pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal :

10 Satrio, Hukum Perkawinan, Cet. I, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 134. Lihat juga
Penjelasan Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974.
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1. jika suami karena kelakukannya yang
nyata tidak baik telah memboroskan
harta kekayaan persatuan dan arena itu
menghadapkan segenap keluarga rumah
tangga bahaya keruntuhan;

2. jika karena tidak adanya ketertiban dan
cara yang baik, dalam mengurus harta
kekayaan suami sendiri, jaminan guna
harta kawin si isteri, akan menjadi kabur
atau, jika karena sesuatu kelalaian besar
dalam mengurus harta kawin si isteri,
kekayaan dapat berada dalam keadaan
bahaya.

Penghormatan terhadap suatu
perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian
tersebut pengaruhnya positif, peranannya
sangat besar dalam memelihara
perdamaian, dan sangat urgen dalam
mengatasi  kemusykilan, menyelesaikan
perselisihan dan menciptakan kerukunan®®.
Selama ini baru sebagian kecil masyarakat
Indonesia yang membuat perjanjian
sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah
menikah segala sesuatu melebur menjadi
satu membuat setiap pasangan merasa
enggan untuk membuat perjanjian.
Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya
memuat tentang urusan harta benda,
tetapi juga pembagian peran dan
pengasuhan  anak. Membuat suatu
perjanjian sebelum perkawinan, terutama
mengenai harta kekayaan tergantung
kepada keinginan dan kesepakatan antara
calon suami dan istri. Banyak terbukti
bahwa perjanjian perkawinan tersebut
dibuat adalah untuk melindungi kaum
perempuanlz. Sedangkan menurut Pasal
29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan
menyebutkan bahwa selama perkawinan
berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa

! As-Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah (Semarang: Thaha
Putra, TT), 111:99

2 Republika  online,  “Perjanjian  sebelum
Perkawinan, Perlukah?”, Minggu, 18 Februari
2001, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?
id=19353&kat_id=59), diakses pada 12 Desember
20009.

diubah, kecuali para pihak ada persetujuan

untuk merubah dan tidak merugikan pihak

ketiga. Artinya Undang Undang Perkawinan
melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam
pelaksanaannya.

Menurut M. Rezfah Omar, pengacara
LBH APIK Jakarta®™, posisi  perjanjian
sebelum pernikahan lebih kuat daripada
peraturan-peraturan yang ada dalam
Undang Undang No 1/1974 tentang
Perkawinan. Karena perjanjian tersebut
dapat melindungi hak kedua belah pihak.
Jika terjadi perceraian dan sengketa
diantara keduanya, maka perjanjian
pranikah bisa dijadikan pegangan untuk
penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh
Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh
perjanjian pranikah”’.

Perlindungan hukum terhadap harta
dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada
kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk
dalam hal utang piutang terhadap pihak
ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor
1081 K/SIP/1978 bahwa adanya
perjanjian perkawinan antara suami
isteri yang tidak diberitahukan kepada
pihak si  berpiutang pada saat
berlangsungnya transaksi-transaksi
adalah jelas bahwa suami isteri tersebut
beritikad  buruk  berlindung pada
perjanjian perkawinan tersebut untuk
menghindari tuntutan hukum dari pihak
perpiutang. Hal mana bertentangan
dengan ketertiban hukum, sehingga
perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak
berlaku dan tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat bagi si berpiutang
yang beritikad baik. Dengan demikian

B Hukum Jentera online, 25 September 2003,

http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp
id=9232&cl=Berita), diakses pada 12 Januari 2010

" Kompas Cyber Media online, Perjanjian
Prapernikahan dan Manfaatnya, Minggu, 30Mei
2004,
http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm,
diakses pada 10 Agustus 2009.

24



suami isteri dengan harta pribadi

mereka ikut bertanggung jawab secara

tanggung renteng atau hutang yang
dibuat suami atau isteri dengan segala
akibat hukumnya.

2. Apabila terjadinya perlanggaran isi
perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya
akta perjanjian kawin dan ternyata
sebelum  pernikahan  dilangsungkan
calon suami melanggar isi perjanjian
kawin, maka calon isteri dapat meminta
pembatalan pernikahan. Hal ini dapat
dijelaskan  dalam Pasal 51 KHI
menyebutkan “pelanggaran atas
perjanjian kawin member hak kepada
isteri untuk meminta pembatalan
nikah”.

3. Apabila selama berlangsungnya
pernikahan  suami  melanggar isi
perjanjian kawin, maka isteri dapat
mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan
Agama (Pasal 51 KHI).

4. Apabila terjadi sengketa perdata
mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal
ini perlu diatur pada pasal terakhir
dalam akta perjanjian kawin bahwa
“tentang akta ini dengan segala akibat
dan pelaksanaannya, para pihak telah
memilih tempat tinggal hukum yang
umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri dalam perkawinan
dilangsungkan, atau dilakukan pilhan
hukum.

Perlindungan hukum lainnya dalam
perjanjian perkawinan boleh menyangkut
taklik talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami
untuk menceraikan istrinya dalam keadaan
tertentu seperti Pasal 1 butir e KHI suami
tersebut meninggalkan istrinya atau tidak
melakukan kewajibannya. Seorang istri
berhak mengajukan gugatan perceraian
berdasarkan pelanggaran taklik talak™.

Dalam  konteks pemberdayaan
perempuan, perjanjian pranikah bisa
menjadi alat perlindungan perempuan dari

 Ibid: hal.2
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segala kemungkinan terjadinya Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rabia Mills
memberi point-point yang sebaiknya masuk
dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang
penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam
membuat perjanjian pranikah adalah
persoalan poligami, mahar, perceraian,
keuangan, dan menempuh pendidikan bagi
perempuan. Persoalan-persoalan  yang
dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam
perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian
kerja, juga menjadi hal penting yang
dimasukkan ke dalam point perjanjian.
Menurut Muhammad Afandhi Nawawi,
perjanjian pranikah sangat terkait dengan
dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan
suatu perkawinan, vyaitu tentang status
anak sebagai buah perkawinan dan harta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak
membedakan antara harta bawaan dengan
harta bersama, semuanya dianggap sebagai
harta yang tunduk pada hukum perkawinan
(huwelijksvermogensrecht)™®.

B. Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan
Perjanjian Kawin
Setelah  perjanjian  kawin  dibuat
dihadapan notaris, adakalanya dalam
pelaksanaan isi perjanjian kawin tersebut
menghadapi kendala-kendala.
Pada umumnya kendala yang paling
sering terjadi diantaranya yaitu :
1. Suami isteri beritikad buruk dalam hal
utang piutang terhadap pihak ketiga.
2. Selama  berlangsungnya pernikahan
suami atau istri melanggar isi perjanjian
3. Terjadi sengketa perdata mengenai
perjanjian kawin
Kendala lainya komplain dari pihak
keluarga mempelai pada saat akad nikah

'* Muhammad Afandhi Nawawi, “Perjanjian Pra-

Nikah”, tanggal 9 September 2005,
(vandy@cbn.net.id). Tulisan ini adalah tanggapan
terhadap artikel Jurnal Hukum Jentera online,
“Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?”, 31
Oktober 2005, (http://www.hukum.on-line.com),
diakses pada 28 November 2009.
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dilangsungkan, karena mereka merasa tidak
pernah diberi tahu kalau telah ada
perjanjian kawin yang dibuat oleh calon
suami isteri, atau adanya kecurigaan akan
dikuasainya harta dalam perkawinan oleh
pihak calon suami atau isteri atau oleh
pihak ketiga. Sehingga bukan tidak mungkin
dilakukan perubahan dalam perjanjian atau
sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat
dilaksanakan.

Ternyata dalam perjalanan perkawinan
itu sendiri salah satu pihak mempunyai
hutang piutang atas harta bawaan yang
semula diurus masing-masing pihak,
melebihi dari nilai harta yang ia bawa
dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan
mempengaruhi hubungan para pihak dalam
pengurusan harta yang diperjanjikan.
Persoalan budaya, dan persoalan vyang
berkaitan dengan  keyakinan  bahwa
perkawinan adalah sesuatu yang sakral,
suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap
pasangan yang akan menjalani pernikahan
harus menjaga kesuciannya sejak dari
proses menuju pernikahan dan terus
sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah
keluarga harus mempertahankan
perkawinannya sekuat tenaga demi
kesakralan, kesucian, dan keagungan
perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak
jarang perempuan yang memperjuangkan
ikatan perkawinannya, meskipun dirinya
terus-menerus mengalami kekerasan oleh
pasangannya’’. Tidak banyak orang yang
bersedia menandatangani perjanjian
kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian
pranikah dianggap hanya untuk
memisahkan atau mencampurkan harta
suami-istri. Akibatnya pihak yang
mengusulkan dinilai masyarakat sebagai
orang vyang ‘pelit’. sampai saat ini,
khususnya di Indonesia dan mungkin
negara Timur lainnya, perjanjian pranikah

" Rahima online, Perjanjian Pranikah (Menilik

Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)”, 2001,
http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Teropong.htm,
diakses pada 12 Juni 2009.

menjadi sesuatu yang belum biasa
dilakukan dan bahkan menjadi persoalan
yang sensitif ketika salah seorang calon
pasangan mengajukan untuk membuat
perjanjian.

Pada akhirnya masalah yang utama
dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah
salah satu pihak atau kedua-duanya tidak
memiliki itikad baik dan berkelakuan jelek
dalam melaksanakan perjanjian kawin.
Dalam hal ini dapat dilakukannya
pembatalan  pernikahan atau  dapat
dimintakan perceraian ke Pengadilan
Agama atau Pengadilan Negeri bagi mereka
selaian beragama Islam. Dalam hal terjadi
sengketa perdata pada umumnya
diselesaikan melalui Pengadilan, padahal
bisa saja dilakukan pilihan hukum dalam
bentuk alternatif penyelesaian sengketa
seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi,
hukum adat atau secara hukum agama.
Apabila terjadi perceraian, bagaimana
masalah pengurusan harta begitu juga
masalah perwalian anak ini perlu disikapi
hati-hati dan perhitungan matang bagi para
pihak. Sehingga yang terpenting dalam
perjanjian kawin adanya keterbukaan,
kejujuran dan saling percaya diantara
kedua belah pihak untuk merumuskan
perjanjian yang akan dituangkan ke dalam
akta. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang
merasa dirugikan nantinya di kemudian
hari.

Masyarakat Indonesia yang kuat budaya
Timurnya, dengan membuat perjanjian
kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi
sebagian besar calon suami isteri. Padahal
dengan perjanjian kawin menunjukkan
adanya itikad baik untuk memahami hak
dan kewajiban dalam masalah pengurusan
harta dalam perkawinan, termasuk juga
pengurusan anak, karena tujuan
perkawinan menurut Undang Undang
Perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan sejahtera
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Kendala ~utama dalam  pelaksanaan
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perjanjian kawin, adalah kalau terjadi
perceraian tidak ada laporan. Hal ini
dimaklumi, karena para pihak merasa ini
masalah keluarga, padahal dari sisi
administrasi mereka perlu mendata ulang
daftar catatan perjanjian kawin yang
mereka terima, guna mengetahui
perkembangan tingkat kesadaran
masyarakat dalam membuat perjanjian
dan mencatat perjanjian kawin pada
umumnya minimal Strata satu (S1) dan
secara ekonomi mereka cukup mapan, dan
dilihat dari keyakinan yang dianut, ternyata
mereka yang membuat perjanjian kawin
banyak dari kalangan Nasrani, dan Budha
dibandingkan  dengan mereka yang
beragama Islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap harta
dalam perjanjian perkawinan kawin
hanya dapat dilakukan  saat
dilangsungkannya perkawinan.
Dimana  perjanjian  perkawinan
merupakan undang-undang bagi
para pihak, hal ini sesuai dengan
Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya
dalam Undang-undang Perkawinan
pada Pasal 29 isi perjanjian harus
dilakukan dengan itikad baik
dengan memperhatikan ketentuan
undang-undang, agama, norma-
norma kesusilaan dan ketertiban
umum. Apabila salah satu pihak
tidak  melaksanakan  perjanjian
kawin dan merugikan pihak Iain,
maka dimintakan ganti rugi kepada
pihak yang merasa dirugikan itu ke
Pengadilan, baik tuntutan mengenai
pelaksanaan perjanjian, maupun
ganti rugi.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan
perjanjian kawin dengan tidak
adanya etikad baik dari para pihak
serta tidak dimasukkannya hak-hak
dan kewajiban dalam perjanjaian
kawin. Hal ini dapat memicu
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perselisihan yang berujung pada
perceraian sehingga dapat dijadikan

alasan untuk pembatalan
pernikahan atau menuntut
perceraian dan ganti rugi ke
Pengadilan

B. Saran

1. Dalam rangka perlindungan hukum
terhadap harta dalam perjanjian
kawin, adakalanya para pihak
berkeinginan untuk merubah isi
perjanjian, untuk itu sebaiknya isi
perjanjian dilakukan dengan itikad
baik jangan sampai merugikan pihak
ketiga dengan  memperhatikan
aspek hukum, agama,kesusilaan dan
ketertian umum. Perjanjian kawin
pada dasarnya menganut asas
kebebasan para pihak, maka sebaik
dicantumkan klausul pilihan hukum
dalam penyelesaian sengketa harta
dalam perkawinan. Bagi notaris
sebaiknya memastikan bahwa akta
yang dibuatnya telah didaftarkan
dikantor yang berwenang agar akta
yang dibuatnya dipastikan sebagai
akta  otentik sehingga  tidak
merugikan para pihak. Jika tidak
terhadap akta yang dibuat hanya
sebagai akta perjanjian dibawah
tangan

2. Dalam kendala-kendala yang terjadi
dalam perjanjian kawin sangat
dibutuhkan unsur itikad baik bagi
para pihak dalam  membuat
perjanjian yang perlu secara tegas
dicantumkan dalam isi perjanjian
termasuk hak-hak dan kewajiban
para pihak. Jika hal ini tidak
dilakukan dapat memicu
perselisihan yang pada akhirnya
menimbulkan perceraian.
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